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PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK TERKAIT DENGAN PENERBITAN PERATURAN MENTERI

KEUANGAN DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PERPAJAKAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2015,
tanggal 14 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan dalam beberapa Peraturan Di-
rektur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangu-
nan telah diatur dengan berlakunya beberapa Per-
aturan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994;

b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian
angsuran dan penundaan pembayaran serta tata
cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan
telah diatur dengan berlakunya Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
Pajak;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pen-
cabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal
Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pa-
jak terkait dengan Penerbitan Peraturan Menteri
Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234};

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.
01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Per-
aturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri
Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi
Eselen I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi
Eselon | di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-
TANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DI-
REKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN
PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI
BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PER-
PAJAKAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang ti-
dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. :
SIGIT PRIADI PRAMUDIT
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LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 5.

DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK YANG DICABUT:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/ 6.

PJ/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemind-
ahbukuan Penerimaan Pajak Burmni dan Bangunan

pada Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangu- s

nan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/

PJ/2011 tentang Tata Cara Pengangsuran dan 8.

Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangu-
nan;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/
PJ/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Bumi dan Bangunan; ‘

4. Peraturan Direktur .Jenderal Pajak Nomor PER-
16/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH _

tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Direktur. Jenderal Pajak Nomor PER-25/
PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Peny-
elesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/
PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran
dan Penundaan Pembayaran Pajak;

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata
Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan;
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
40/PJ.7/1988 tentang Tata Cara Penerbitan dan
Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO

{ BN )

PENUGASAN KHUSUS KEPADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

{Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 134/PMK.08/2015, tanggal 14 Juli 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten- 4.

tang Penugasan Khusus Pemerintah Kepada Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun- 2003 Nemor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 4286);

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Ihdonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia {Lemba-
ran Negara Republik [ndonesia Tahun 2009 No-
mor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 4957);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No-
mor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 273};

MEMUTUSKAN:

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Menetapkan :
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
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